| SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang

bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam
pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur (SOP);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi
publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang
menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas
pelayanan informasi yang efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b diatas, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis perlu menetapkan
Surat Keputusan tentang Standar Operasional
Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ciamis Tahun 2020.
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Trasnsaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang

Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan

Informasi . . .
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Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 218);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan
Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun
2019 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
134 /Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan . . .
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Rapat Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
tanggal 12 Agustus 2020 membahas tentang Standar
Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ciamis Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIAMIS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIAMIS TAHUN 2020.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 8 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

U
‘;‘t“M Y A RABUPATEN CIAMIS
i‘/-\ey la Sub Bagian Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/IX /2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN  KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2020
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Latar Belakang

Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan
terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan kepemiluan yang baik, bersih
dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas
dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan.

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen
hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan
sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap,
akurat, mudah dan cepat, sesuai amanat Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2012.

Untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi peraturan
perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah
membangun sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
yang dikelola oleh Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ciamis yang digunakan sebagai media publikasi online seputar
perkembangan dan informasi terbaru dari produk hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, sehingga diharapkan kebijakan
hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat
diimplementasikan = dengan = sebaik-baiknya  sehingga  tingkat
pemahaman hukum kepemiluan masyarakat di Kabupaten Ciamis dapat

tercipta dengan baik.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Trasnsaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan
Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 456);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-
Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
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Maklumat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. Permohonan informasi hukum yang berada dalam kewenangan KPU
Kabupaten Ciamis kepada pemohon selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

2. Penyediaan informasi hukum yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan.

3. Membangun dan mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum guna mempermudah akses masyarakat terhadap
informasi hukum.

4. Mendukung penyelenggaraan Negara yang baik yaitu transparan,
efektif, efesien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-

Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH)

1. Sub Bagian Hukum menerbitkan produk hukum berupa salinan
dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Salinan yang sudah ditandatangani discan dan diolah menjadi
dokumen yang siap unggah.

3. Administrator membuat lembar persetujuan pengunggahan JDIH
KPU Kabupaten Ciamis dan ditandatangani oleh Pimpinan Tim
Teknis JDIH KPU Kabupaten Ciamis.

4. Dokumen yang sudah di olah/diunggah pada laman JDIH KPU
Kabupaten Ciamis disimpan kembali sebagai arsip Sub Bagian
Hukum.

Penutup

Standar oprasional prosedur JDIH ini wajib dijadikan pedoman
bagi Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Ciamis dalam pengolahan dan
pengembangan JDIH di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis.
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Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 8 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,
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AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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